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LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 

REPUBLIK INDONESIA 

 

 

 

 

 

PERATURAN 

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  

NOMOR    7    TAHUN   2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN 

BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG  

KATALOG ELEKTRONIK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penggunaan produk Inovasi 

hasil penelitian dan pengembangan rekayasa dalam negeri 

dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui 

Katalog Elektronik, perlu penyempurnaan Peraturan 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang 

Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang 

Katalog Elektronik; 
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Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314); 

  2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

  3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog 

Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 764); 

  4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Berita Negara Republik   Indonesia   Tahun   

2019 Nomor 1172); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN 

BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN 

BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2018 

TENTANG KATALOG ELEKTRONIK. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 

tentang Katalog Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 764) diubah sebagai berikut: 
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1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni 

angka 22 sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan: 

1. Barang/Jasa Standar atau dapat distandarkan 

adalah barang/jasa yang memenuhi spesifikasi yang 

telah ditetapkan sebagai acuan.  

2. Competitive Catalogue adalah Katalog Elektronik 

tertutup yang memuat data dan informasi yang 

ditawarkan oleh Penyedia terkualifikasi dalam 

lingkup pekerjaan konstruksi berupa komponen 

dasar konstruksi dan harga dasar dalam batasan 

harga tertentu yang kemudian dikompetisikan secara 

otomatis melalui sistem aplikasi yang dikembangkan 

oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah.   

3. Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik 

yang memuat informasi berupa daftar, jenis, 

spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri 

(TKDN), produk dalam negeri, produk Standar 

Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, 

negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya 

terkait barang/jasa.  

4. Katalog Elektronik Nasional adalah Katalog 

Elektronik yang disusun dan dikelola oleh Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.  

5. Katalog Elektronik Sektoral adalah Katalog Elektronik 

yang disusun dan dikelola oleh Kementerian/ 

Lembaga.  

6. Katalog Elektronik Lokal adalah Katalog Elektronik 

yang disusun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.  

7. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya 

disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/ 

Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat 

keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.  
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8. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut 

Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang 

ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola 

pemilihan Penyedia.  

9. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha 

yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan 

Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan 

oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah 

sebagai pihak pemberi pekerjaan.  

10. Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disebut K/L/PD adalah instansi/institusi 

yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  

11. Kontrak Katalog adalah perjanjian kerjasama antara 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atau 

LKPP dengan Penyedia untuk pencantuman 

Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik.  

12. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah 

lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan 

dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah. 

13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya 

disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan 

oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau 

melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan 

pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran 

belanja daerah.  

14. Pejabat Pengadaan adalah pejabat 

administrasi/pejabat fungsional/personel yang 

bertugas melaksanakan E-purchasing yang bernilai 

paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah).  
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15. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah pada Katalog 

Elektronik yang selanjutnya disebut Penyedia adalah 

Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa 

berdasarkan Kontrak Katalog.  

16. Prinsipal adalah perorangan atau badan usaha yang 

berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum 

di luar negeri atau di dalam negeri yang menunjuk 

agen atau distributor untuk melakukan penjualan 

barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai. 

Prinsipal dibedakan menjadi prinsipal produsen dan 

prinsipal supplier.  

17. Prinsipal produsen adalah perorangan atau badan 

usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan 

badan hukum, berstatus sebagai produsen yang 

menunjuk badan usaha lain sebagai agen, agen 

tunggal, distributor atau distributor tunggal untuk 

melakukan penjualan atas barang hasil produksi 

dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai.  

18. Prinsipal supplier adalah perorangan atau badan 

usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan 

badan hukum yang ditunjuk oleh prinsipal produsen 

untuk menunjuk badan usaha lain sebagai agen, 

agen tunggal, distributor atau distributor tunggal 

sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh 

prinsipal produsen.  

19. Satuan Kerja adalah unit organisasi lini 

Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian 

atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang 

melaksanakan kegiatan Kementerian / Lembaga 

Pemerintah Non Kementerian serta memiliki 

kewenangan dan tanggung jawab penggunaan 

anggaran.  

20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala 

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah.  
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21. Sistem Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa yang 

selanjutnya disebut SIKaP adalah aplikasi yang 

merupakan sub sistem dari Sistem Pengadaan Secara 

Elektronik yang digunakan untuk mengelola 

Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa yang 

dikembangkan oleh LKPP. 

22. Inovasi adalah Hasil Pemikiran, Penelitian, 

Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, 

yang mengandung unsur kebaruan dan telah 

diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi 

dan/atau sosial. 

 

2. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 21 

(1) Kriteria Barang/Jasa Katalog Elektronik Sektoral 

dibagi menjadi 2 (dua) tipe, yaitu: 

a. Tipe Barang/Jasa Umum; 

b. Tipe Produk Inovasi. 

(2) Kriteria tipe Barang/Jasa Umum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: 

a. barang/jasa dibutuhkan oleh Kementerian/ 

Lembaga; 

b. barang/jasa standar atau dapat distandarkan; 

dan 

c. kebutuhan barang/jasa bersifat berulang. 

(3) Kriteria tipe produk Inovasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Menteri/ 

Pimpinan Lembaga yang membidangi urusan 

pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, 

pengkajian, dan penerapan serta invensi dan Inovasi 

yang terintegrasi. 
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3. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) Pasal, 

yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 26A 

(1) Tahapan sebelum penayangan Barang/Jasa Produk  

Katalog Elektronik Sektoral sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 

26 dikecualikan untuk tipe produk Inovasi. 

(2) Tahapan sebelum penayangan untuk tipe produk 

Inovasi di Katalog Elektronik Sektoral ditetapkan oleh 

Menteri/Pimpinan Lembaga yang membidangi urusan 

pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, 

pengkajian dan penerapan serta invensi dan Inovasi 

yang terintegrasi. 

(3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dikonsultasikan kepada LKPP. 

 

Pasal II 

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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